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Lampiran 1: Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 
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Lampiran 2: Data Jumlah Anak Terlantar 
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Lampiran 3: Pedoman Wawancara 

 

Pertanyaan Wawancara untuk Satpol PP 

1. Apa indikator yang digunakan Satpol PP dalam mengidentifikasi 

dan menentukan seorang anak termasuk kategori 'anak terlantar' di 

lapangan? 

2. Seperti apa prosedur standar Satpol PP saat menemukan anak 

terlantar di ruang publik? Apakah sudah sesuai SOP dan Perda No. 

6 Tahun 2017? 

3. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan instansi 

lain seperti Dinsos dan DP3A setelah menemukan anak terlantar? 

4. Berapa banyak kasus anak terlantar yang sudah ditertibkan oleh 

Satpol PP dalam 3 tahun terakhir? Apakah tren ini meningkat atau 

menurun? 

5. Apakah Satpol PP mengalami kendala dalam proses penertiban, 

misalnya perlawanan dari masyarakat atau kurangnya tempat 

rujukan anak? 

6. Apakah terdapat pelatihan khusus untuk anggota Satpol PP terkait 

pendekatan ramah anak dalam penertiban anak terlantar? 

7. Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017 

dalam membantu tugas-tugas di lapangan terkait anak terlantar? 

8. Apakah Satpol PP melakukan pelaporan atau pendataan anak-anak 

yang ditertibkan? Bagaimana sistem pendataan tersebut? 
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9. Adakah kasus anak yang berulang kali ditertibkan? Jika ya, apa 

langkah lanjutan Satpol PP untuk mencegah siklus ini terulang? 

10. Apa rekomendasi Satpol PP terhadap perubahan atau 

penyempurnaan perda ini agar penegakan di lapangan lebih 

maksimal? 

Pertanyaan Wawancara untuk DP3A 

1. Apa peran dan kewenangan DP3A dalam implementasi Perda No. 6 

Tahun 2017? Apakah lebih fokus pada pencegahan atau 

penanganan? 

2. Bagaimana DP3A mengidentifikasi dan menangani kasus anak 

terlantar, terutama dari perspektif perlindungan hak anak? 

3. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan DP3A dengan Dinsos, Satpol 

PP, dan lembaga lainnya terkait perlindungan anak terlantar? 

4. Apakah ada program preventif atau kampanye kesadaran yang 

dilakukan DP3A untuk mencegah anak menjadi terlantar? 

5. Seberapa jauh keterlibatan DP3A dalam pemulihan psikologis atau 

pendampingan terhadap anak-anak yang pernah terlantar? 

6. Apakah ada sistem pelaporan dan pendataan kasus anak terlantar 

yang dikelola oleh DP3A? Bagaimana akurasinya? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi DP3A dalam melindungi anak 

terlantar? Apakah karena regulasi, anggaran, atau koordinasi? 

8. Bagaimana DP3A memantau keberlanjutan perlindungan terhadap 

anak setelah mereka kembali ke keluarga atau lembaga asuhan? 
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9. Apa bentuk keterlibatan masyarakat yang didorong oleh DP3A 

dalam menjaga anak-anak agar tidak menjadi terlantar? 

10. Apa rekomendasi DP3A terhadap Perda No. 6 Tahun 2017? Apakah 

perlu revisi, penambahan pasal, atau penguatan pelaksanaan? 

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Sosial 

1. Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab utama Dinas Sosial 

dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2017? Apa saja intervensi 

langsung yang dilakukan terhadap anak-anak terlantar? 

2. Setelah anak terlantar diamankan oleh Satpol PP atau ditemukan di 

lapangan, apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinsos? 

Apakah ada proses asesmen sosial, pendampingan, atau reunifikasi 

keluarga? 

3. Adakah shelter sementara atau rumah singgah milik Dinsos untuk 

anak terlantar? Jika tidak, ke mana mereka biasanya diarahkan? 

Bagaimana pengawasan atas lembaga/lembaga yang menerima 

mereka? 

4. Bagaimana proses asesmen terhadap latar belakang anak terlantar? 

Apakah ditemukan kasus eksploitasi anak, perdagangan anak, atau 

pengabaian keluarga? 

5. Bagaimana Dinsos menangani anak-anak terlantar yang berulang 

kali ditemukan di jalan? Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas 

intervensi sebelumnya? 
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6. Apakah Dinsos memiliki data akurat dan terstruktur mengenai 

jumlah, usia, jenis kelamin, dan asal-usul anak terlantar di 

Banjarmasin? Bagaimana data ini digunakan dalam kebijakan? 

7. Apa saja penyebab utama anak-anak menjadi terlantar menurut 

temuan dan data Dinsos? Apakah karena faktor ekonomi, perceraian 

orang tua, urbanisasi, atau faktor lain? 

8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinsos dalam menampung, 

membina, dan mengembalikan anak-anak terlantar ke lingkungan 

yang aman dan mendukung? 

9. Bagaimana peran Dinsos dalam upaya reintegrasi anak ke keluarga 

atau masyarakat? Apakah ada pendampingan setelah reintegrasi, dan 

bagaimana hasilnya? 

10. Apakah Dinas Sosial menilai Perda No. 6 Tahun 2017 sudah cukup 

kuat dalam mendorong perlindungan anak terlantar dari perspektif 

kesejahteraan sosial? Jika belum, apa rekomendasi Dinsos terhadap 

isi atau pelaksanaannya? 

Pertanyaan Wawancara untuk JDIH / Bagian Hukum 

1. Apa latar belakang dan urgensi hukum yang mendorong lahirnya 

Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar? 

Apakah ini sebagai respons terhadap kondisi lokal atau amanat 

regulasi nasional? 
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2. Apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi 

rujukan utama dalam penyusunan perda ini? Sejauh mana perda ini 

sinkron dengan UU Perlindungan Anak dan aturan lainnya? 

3. Bagaimana proses penyusunan perda ini dilakukan? Apakah 

melibatkan partisipasi publik, terutama dari kelompok rentan seperti 

anak, LSM, atau akademisi? 

4. Apakah dalam proses penyusunan dilakukan kajian akademik atau 

naskah akademik? Jika ya, apa fokus utama kajiannya dalam 

merumuskan norma hukum di dalam perda ini? 

5. Sejauh mana perda ini memuat sanksi atau norma penegakan? 

Apakah cukup kuat dari sisi daya paksa hukum, atau lebih bersifat 

deklaratif dan administratif? 

6. Apakah terdapat klausul evaluasi atau pasal yang memungkinkan 

revisi perda ini secara berkala? Jika iya, sejauh mana perda ini sudah 

pernah dievaluasi secara resmi? 

7. Apa tantangan paling signifikan dari sisi hukum dalam implementasi 

perda ini di lapangan? Apakah ada celah norma, tumpang tindih 

kewenangan, atau multitafsir? 

8. Bagaimana JDIH melihat koordinasi antar instansi pelaksana perda 

(Satpol PP, Dinsos, DP3A)? Apakah perda ini secara normatif cukup 

menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing? 
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9. Apakah terdapat perbedaan tafsir atau kendala pemahaman di 

lapangan terhadap substansi perda ini? Jika ya, bagaimana upaya 

JDIH dalam melakukan sosialisasi atau klarifikasi hukum? 

10. Apakah JDIH melihat perlu adanya revisi atau penguatan terhadap 

Perda No. 6 Tahun 2017 agar lebih adaptif terhadap perkembangan 

isu anak di Banjarmasin? Jika iya, pasal atau aspek apa yang menjadi 

fokus perubahan? 
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Lampiran 4: Dokumentasi dengan Instansi 

 

1. Dokumentasi bersama Bapak Mulyadi, S.Ap dari Satpol PP Kota 

Banjarmasin 

 

 

2. Dokumentasi bersama Ibu Isna Hastarinda Astuty, S.H dari Bagian 

Hukum JDIH Pemko Banjarmasin 
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3. Dokumentasi bersama Ibu Hj. Khusnul Kotimah Yuliani, SIP. M.M dan 

Ibu Nur Azizatur Rahmah, S.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin 

 

 

4.  Dokumentasi bersama Noor Achmad Saffaruddin, SST dari Dinas 

Sosial Kota Banjarmasin 
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Lampiran 5: Dokumentasi dengan Anak Terlantar 

 

1. Dokumentasi Bersama Siddik di Banjarmasin Selatan. 

 

 

2. Dokumentasi bersama Riswandi di Banjarmasin Selatan 
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3. Dokumentasi bersama Muhammad Satria di Banjarmasin Selatan 

 

 

4. Dokumentasi bersama Amelia di Banjarmasin Selatan 
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5. Dokumentasi bersama Adelia Rahma di Banjarmasin Selatan 

 

 

 

6. Dokumentasi bersama Arif Rahman dan Husaini di Banjarmasin Timur 
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7. Dokumentasi bersama Raihan dan Akbar Junaidi di Banjarmasin Timur 

 

 

8. Dokumentasi bersama Ahmad Basuki Banjarmasin Timur 
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9. Dokumentasi bersama Husnul Khatimah di Banjarmasin Utara 

 

 

10. Dokumentasi bersama Raudatul Jannah di Banjarmasin Utara 

 

  



137 

 

 

11. Dokumentasi bersama Bardi dan Syaifullah di Banjarmasin Utara 

 

 

12. Dokumentasi bersama Umar Abidin di Banjarmasin Utara 
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13. Dokumentasi Bersama Lia Azzahra di Banjarmasin Tengah 

 

 

14. Dokumentasi bersama Akbar Maulidi dan Muhammad Khair di 

Banjarmasin Tengah 
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15. Dokumentasi bersama Yahya dan Muhammad Maulana di Banjarmasin 

Tengah 

 

 

16. Dokumentasi bersama Fatih, Ahmad Husaini dan Mujakir di 

Banjarmasin Barat 
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17. Dokumentasi bersama Ahmad Sahal di Banjarmasin Barat 

 

 

18. Dokumentasi bersama Muhammad Wildan di Banjarmasin Barat 
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Lampiran 6: Surat Penetapan Judul dan pembimbing 
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Lampiran 7: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal 
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Lampiran 8: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal 
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Lampiran 9: Surat Permohonan Izin Riset  


